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10.

ayat (5}, ayat (ba) dan ayat (5b].

(8) Laporan yang disampaikan oleh Bank Persepsi |

yang ditunjuk sebagai gateway dapat dijadi-
kan sebagai bahan bagi Direktorat Jenderal
Pajak untuk memonitor pelaksanaan investasi

yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama jang-

ka waktu investasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7).

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 122/PMK.08/20168 tentang Tata Cara
Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pen-

empatan pada investasi di Luar Pasar Keuangan |

dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161)
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-

kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negarg Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI! INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDCDO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 20186 NOMOR 1483

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN )

KEGIATAN USAHA PENUKARAN

VALUTA ASING BUKAN BANK
(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016,
tanggal 3 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara
kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelang-
sungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan
pasar keuangan termasuk pasar valuta asing do-
mestik yang sehat;

bahwa untuk mewujudkan pasar valuta asing do-
mestik yang sehat, perlu dilakukan penyelarasan
pengaturan transaksi valuta asing terhadap Ru-
piah antara penyelenggara kegiatan usaha penu-
karan valuta asing bukan bank dengan pihak lain

dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah
antara bank dengan pihak domestik dan ketentu-
an Bank Indonesia yang mengatur mengenai tran-
saksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank
dengan pihak asing;

bahwa untuk mencegah kegiatan usaha penu-
karan valuta asing bukan bank dimanfaatkan un-
tuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau
kejahatan lainnya dan untuk meningkatkan profe-
sionalisme penyelenggara kegiatan usaha penu-
karan valuta asing bukan bank dalam memberi-
kan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan
peningkatan tata kelola penyelenggaraan keg-
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iatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
bahwa untuk mendukung perkembangan keg-
iatan usaha penukaran valuta asing bukan bank
menjadi lebih sehat dan efisien, diperlukan peny-
empurnaan pengaturan mengenai kegiatan usaha
penukaran valuta asing bukan bank;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia ten-
tang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bu-
kan Bank;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 |

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4962); :

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3844); .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang {(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5223);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2013 Nomar 50, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN BANK

INDONESIA TENTANG KEG-

IATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BU-
KAN BANK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang di-

maksud dengan:

1.

10.

{1

Uang Kertas® Asing yang selanjutnya disingkat
UKA atau dapat disebut Banknotes adalah uang
kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan
oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui
sebagai alat pembayaran yang sah negara yang
bersangkutan (legal tender).

Cek Peiawat atau dapat disebut Traveller's
Cheque adalah cek perjalanan dalam valuta asing
yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
Perseroan Terbatas adalah badan hukum seb-
agaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai perseroan terbatas. -
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang se-
lanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual
dan beli UKA, serta pembelian Cek Pelawat.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat |

disebut Money Changer adalah badan usaha bu-
kan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas
yang melakukan KUPVA.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai
perseroan terbatas.

Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris seb:
agaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai perseroan terbatas.
Pemegang Saham adalah badan hukum dan/atau
orang perseorangan yang memiliki saham Peny-
elenggara KUPVA Bukan Bank. "
Underlying Transaksi atau dapat disebut Underly-
ing Transaction adalah kegiatan yang mendasari
pembelian UKA oleh Nasabah.

BAB I
PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA
PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
Pasal 2
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyeleng-
gara KUPVA Bukan Bank meliputi:
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¢
Sy

a. kegiatan. penukaran yang dilakukan"dengah .

- mekanisme jual danibeli UKA; dan
- b. pembelian Cek Palawat. | W AT A

(2) Selain kegiatan usaha sebagalmana duhaksud

(3)

(4)

(5)

(6)

{(7)

(8)

' . Bank Indonesisg;:

pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank 5
dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang |
ketefkditan-'dengan penyelenggaraan |

memiliki
KUPVA sepanjang teiﬂh ‘diatur dalam ketentuan

Mekanisme jual dan beli UKA sebagalrhana di-

maksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai beri- |

kut:

a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik;
b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau
melalui transfer intrabank atau antarbank;

c. pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyeleng-
gara KUPVA Bukan Bank di atas jumlah ter-
tentu (threshold) per bulan per Nasabah wajib
memiliki Underlying Transaksi; dan

d. dalam hal pembelian UKA dilakukan oleh Pe-
nyelenggara KUPVA Bukan Bank, kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ tldak
berlaku.

Jumlah tertentu {threshold) per bulan per Na-
sabah sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf
¢ mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai transaksi valuta asing terha-
dap Rupiah antara bank dengan pihak domestik
dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah
antara bank dengan pihak asing terkait pembelian
valuta asing terhadap Rupiah.
Dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam rangka
jual maupun beli UKA, dilakukan melaiui transfer
infrabank atau antarbank sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} huruf b maka transfer harus dituju-
kan kepada atau berasal dari rekening Penyeleng-
gara KUPVA Bukan Bank.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, Peny-

elenggara KUPVA Bukan Bank harus menerapkan
ketentuan yang mengatur mengenai anti pencu-
cian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank waijib melaku-

kan pencatatan transaksi sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib meny-

impan dokumen dan warkat yang berhubungan

)

(1t

(2)

(3)

(1)

{2)

(3)

(1)

dengan : pencatatdn transaksi sebagaimana di-
maksud'pada-ayat: (7) sesuai dengan ketentuan |
peraturan perundangundangan. . (i =
Ketentuan lebih lanjut mengenai.kegiatan usaha |
yvang ditakukan oleh Penyelenggara ' KUPVA Bu-
kan Bank diatur dalam Surat Edaran-Bank Indone-
sia. Epriscm T

s + Pasal 3 :

Underl’yin‘g Transaksn sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat {3) huruf ¢ meliputi seluruh |

kegiatan:

a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di
luar negeri; dan/atau

b. investasi di dalam dan di luar negeri.

Underlying Transaksi kegiatan perdagangan ba-

rang dan jasa dan/atau investasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perkiraan

kebutuhan UKA. {

Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3} huruf ¢ tidak termasuk

pembelian UKA dalam rangka:

a. penempatan dana pada bank;

b. pengiriman uang melalui penyelenggara trans-
fer dana; dan

¢. pembayaran tagihan dalam valuta asing dari
transaksi yang diwajibkan menggunakan Ru-
piah.

Pasal 4

Pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyeleng-
gara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilarang melebihi
nilai nominal Underlying Transaksi.

Nominal Underlying Transaksi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (3} huruf ¢ dapat di- |
lakukan pembulatan ke atas dalam nominal ke-
lipatan tertentu.

Nominal kelipatan tertentu sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2) mengacu pada ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai transaksi
valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan
pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai transaksi valuta asing
terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing.

Pasal &
Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA
di atas jumlah tertentu (threshold} atau ekuiva-
lennya per bulan per Nasabah sebagaimana di-
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(2)

{3)

(4)

maksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf ¢, Peny-

" elenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan

Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai

berikut:

a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat di-
pertanggungjawabkan yaitu:

1. dokumen vang bersifat final antara lain
berupa fotokopi dokumen yang bersifat
tagihan atau yang menimbuikan kewajiban
pembayaran dan fotokopi kontrak atau
perjanjian; dan/atau

2. dokumen yang bersifat perkiraan antara

biaya.
b. dokumen pendukung pembelian UKA berupa:
1. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nasabah; :
3. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang
ditandatangani oleh Nasabah atau pihak

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

(5)

Dalam hal Nasabah melakukan transaksi secara

reguler dari waktu ke waktu dan dokumen Under- |

lying Transaksi Nasabah telah bersifat final, Peny-
elenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunak-

an dokumen pendukung sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1) huruf b yang telah ditatausahakan |

oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 6

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:

a.

! b.
lain berupa dokumen perkiraan kebutuhan |

yang berwenang mewakili Nasabah yang |

memuat informasi mengenai:

a)} keaslian dan kebenaran dokumen Un-
derlying Transaksi, dan penggunaan
dokumen Underlying Transaksi - untuk
pembelian UKA paling banyak sebesar
nominal Underlying Transaksi di industri
KUPVA nasional; dan

b) jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan
UKA; dan

4. surat kuasa dalam hal Nasabah diwakili
oleh pihak lain.
Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA
sampai dengan jumlah tertentu (threshold} seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hur-
uf ¢, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib

memastikan Nasabah menyampaikan dokumen.

berupa pernyataan tertulis dari Nasabah yang me-
nyatakan bahwa pembelian UKA belum melebihi
jumlah tertentu (threshold} sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memas-
tikan Nasabah telah menyampaikan dokumen Un-
derlying Transaksi dan dokumen pendukung seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal
pembelian UKA.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib mena-
tausahakan dokumen Underlying Transaksi dan
dokumen pendukung pembelian UKA sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1).

(1

(2)

a.

bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
melakukan kegiatan margin trading, spot, for-
ward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik
untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;

melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pem-
belian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUP-

VA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank |

Indonesia;

melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer
dana; dan

melakukan kegiatan usaha lainnya di luar keg-
iatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) dan ayat {2).

Pasal 7
Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dila-
rang:
a. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak
berizin;
b. melakukan kerja sama dengan penyelenggara
KUPVA tidak berizin; dan
c. melakukan kegiatan usaha melalui penyeleng-
gara KUPVA tidak berizin.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk Direksi, Dewan Kamisaris, dan/
atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank.

Pasal 8

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam |
Pasal 7 ayat (2), Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau
Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
dilarang:

melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2} untuk
kepentingan pribadi dengan menggunakan Peny-
elenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana;
dan/atau

Business News 891713-11-2018

49



50 |

(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

{(3)

{4)
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melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 2 ayat {1) dan ayat (2) untuk |
kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank |

dengan atas nama pribadi.

Pasal 9

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib mene-

tapkan:

a. kurs jual dan beli UKA; dan

b. kurs beli Cek Pelawat,

sesuai dengan mekanisme pasar.

Dalam rangka menetapkan kurs sebagaimana di-

maksud pada ayat {1), Penyelenggara KUPVA Bu-

kan Bank wajib paling sedikit:

a. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pene-
tapan kurs;

b. menggunakan dasar penetapan kurs yang
dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan
secara konsisten; dan

¢. membuat catatan dan/atau kertas kerja dalam
penetapan kurs yang mencakup antara lain
faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan
dan perhitungan.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap

penetapan kurs oleh Penyelenggara KUPVA Bu-

kan Bank.

Pasal 10
Dalam melakukan kegiatan, Penyelenggara KUP-
VA Bukan Bank wajib memastikan penerapan
prinsip perlindungan konsumen.
Penerapan prinsip perlindungan konsumen seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1), paling sedikit
berupa:
a. penyampaian informasi kurs kepada Nasabah
secara transparan;
b. perlindungan data dan/atau
sabah; dan I
c. penanganan dan penyelesaian pengaduan Na-
" sabah yang efektif.
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang men-
genakan biaya kepada Nasabah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prin-
sip perlindungan konsumen diatur dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.

informasi Na-

BAB I

PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA

PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
Pasal 11

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1

Badan usaha bukan bank yang akan melakukan |
kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA |
Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh
izin dari Bank Indonesia.

Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham
dari badan usaha bukan bank sebagaimana di-

" maksud pada ayat (1) waijib terlebih dahulu mem-

peroleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1}, badan usaha

bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai |
berikut:

a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang se-
luruh sahamnya dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia; dan/atau
2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimil-
iki oleh warga negara Indonesia;

b. mencantumkan dalam anggaran dasar per-
seroan bahwa rmaksud dan tujuan perseroan
adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan
pembelian Cek Pelawat;

¢c. memenuhi jumiah medal disetor yang ditetap-
kan oleh Bank Indonesia; dan

d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau un-
tuk tujuan pencucian uang (money launder-
ing).

Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA

Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis oleh Direksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan

tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

Pasal 12

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA ‘Bukan Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ()

diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan se-
bagai berikut:

a. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaima-
na dimaksud datam Pasal 11 ayat (3);

b. penelitian pemenuhan persyaratan sebagai
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dan Pasal 21;

c. pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Peny-
elenggara KUPVA Bukan Bank; dan

d. penyuluhan ketentuan kepada anggota Direk-
si, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang |
saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan |
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(2)

(@3

(1)

{2)

L)

{2)

{3}

{1

(2)

(3)

Bank.
Dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf ¢, Bank Indonesia dapat melakukan konfir- |
masi atau wawancara kepada calon Penyeleng- |

gara KUPVA Bukan Bank. :
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

pemberian izin dan tata cara konfirmasi atau |

wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indo-
nesia.

Pasal 13

Calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus

memenuhi tahapan penelitian, pemeriksaan loka-
si, dan pehyuluhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1).

Dalam hal calon Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank tidak memenuhi tahapan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka calon
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinyatakan
telah membatalkan permohonannya.

Pasal 14
1zin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku se-

lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pem-
berian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan
permohonan Penyelenggara KUPVA -Bukan Bank
kepada Bank Indonesia.

Permohonan perpanjangan izinh sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) diajukan paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
Ketentuan lebih [anjut mengenai persyaratan per-
panjangan izin dan tata cara perpanjangan izin
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15
Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin
yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} di-
lakukan atas dasar:
a. hasil pengawasan Bank Indonesia selama
masa berlakunya izin; dan/atau
b. permchonan perpanjangan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk

PENGUMUMAN/ EF!J‘%TLFHAI‘-J PEMERINTAH

(nm

(2)

menetapkan kebijakan terkait izin yang telah di-

berikan berupa:

a. memperpanjang masa berlaku izin;

b. mempersingkat masa berlaku izin;

c. membatasi penyelenggaraan KUPVA; dan/
atau

d. mencabut izin.

Pasal 16
Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan
pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan
antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga
kepentingan publik, menjaga pertumbuhan indus-
tri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang se-_
hat. :

Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana di- |

maksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam ben-

tuk:

a. penolakan permohonan izin sebagai Penye-
lenggara KUPVA Bukan Bank;

b. penolakan permohonan izin sebagai Peny-
elenggara KUPVA Bukan Bank pada wilayah
tertentu;

c. penolakan permohonan pembukaan jaringan :

kantor; dan/atau
d. pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 17

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan :

'Bank yang telah diperoleh dari Bank Indonesia seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang
dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak

iain.

(1)

(2)

{3)

Pasal 18
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah

mempercleh izin dari Bank Indonesia sebagaima- |

na dimaksud dalam Pasal 11 ayat {1} wajib
melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin.
Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pe-
nyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank
Indenesia paling lambat 10 (sepuluh}) hari kerja
setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan
usaha.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) Penyelenggara KUPYA Bukan

. Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka

izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia
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“‘menjadi batal dan:dinyatakan tidak berlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pem-

berian izin dan penyampaian laporan diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia. : -

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA
PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
Bagian Kesatu

Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Pasal 19

(1} Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris |

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus me-

menuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. memitiki pendidikan format paling rendah set-
ingkat diploma tiga; -

c. memiliki pengetahuan di bidang penyelengga-
raan KUPVA yang memadai dan relevan den-
gan jabatannya;

d. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional
penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;

e. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data
dalam sistem informasi debitur;

f. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuk-
tikan dengan surat keterangan fiskal yang
diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada peri-
ode 1 (satu) tahun terakhir;

9. tidak pernah dihukumn karena terbukti melaku-

kan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) ta-
- hun terakhir;

h. tidak pernah menjadi pemegang saham, ang-
gota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris
dari suaty Perseroan Terbatas yang dikena-
kan sanksi administratif berupa pencabutan
izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu
2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan per-
mohonan;

i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak per-
nah menjadi pemegang saham, anggota Di-
reksi, atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah karena menyebabkan
suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal
pengajuan permochonan;

). memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas
dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan ketentuan yang mengatur
mengenai kegiatan usaha penukaran valuta
asing bukan bank dan ketentuan peraturan

(2)

{3)

(1)

(2)

(3)

(1

perundangundangan; dan

k. menyampaikan data, informasi, keterangan,
atau pernyataan kepada Bank Indonesia ses-
uai dengan kondisi sebenarnya dan bertang-

. gung jawab atas data, informasi, keterangan,

_ atau pernyataan yéng disampaikan tersebut.
Dalam - rangka memastikan pemenuhan per-
syaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

‘Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau .

wawancara kepada anggota Direksi dari anggota
Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pe-
menuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi
atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.

Pasal 20

Anggota Direksi Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifi-
kasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA.,
Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) dapat dilakukan setelah
anggota Direksi mendapat persetujuan dari Bank
Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan/
atau sertifikasi diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.

Pasal 21

Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan

Bank harus memenuhi persyaratan sebagai beri-

kut:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hu-
kum Indonesia;

b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional
penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;

c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data
dalam sistem informasi debitur;

d. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuk-
tikan dengan surat keterangan fiskal yang
diterbitkan cleh otoritas perpajakan pada peri-
ode 1 (satu} tahun terakhir;

e. tidak pernah dihukum karena terbukti melaku-
kan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) ta-
hun terakhir;

f. tidak pernah menjadi pemegang saham, ang-
gota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris
dari suatu Perseroan Terbatas yang dikena-
kan sanksi administratif berupa pencabutan
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(2)

(3

| (4

(1}

{2)

(3

(4)

" izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu
2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan per-
mohonan; :

g. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak per-

nah menjadi pemegang saham, anggota Di- |

reksi, atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah karena menyebabkan
suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal
pengajuan permohonan; dan
h. menyampaikan data, informasi, keterangan,
atau pernyataan kepada Bank Indonesia ses-
uai dengan kondisi sebenarnya dan bertang-
gung jawab atas data, informasi, keterangan,
atau pernyataan yang disampaikan tersebut. |
Dalam hal Pemegang Saham merupakari badan
hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} harus disampaikan oleh Direksi dari
badan hukum tersebut.
Dalam rangka memastikan pemenuhan per-
syaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau
wawancara kepada Pemegang Saham.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pe-
menuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi

atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank |

Indonesia.

- Pasal 22

Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
akan melakukan perubahan terhadap Direksi, De-
wan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham maka
calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Peme-
gang Saham wajib memperaleh persetujuan ter-
lebih dahutu dari Bank Indonesia.

Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pe-
megang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ha-
rus memenuhi persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 serta mengikuti
penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.

Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/
atau perubahan Pemegang Saham Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank yang telah memperoteh per- |

setujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indo-
nesia disertai dengan dokumen pendukung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permao- '

honan persetujuan dan tata cara pelaporan diatur

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(1)

(2)

(3)

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23
Pemegang Saham waijib melakukan penggan-
tian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang diputus bersalah karena terbukti
melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hu-
kum tetap.

Pemegang Saham wajib mengatihkan sahamnya |

kepada pihak lain, dalam hal Pemegang Saham
diputus bersalah karena terbukti melakukan tin-
dak pidana tertentu berdasarkan putusan penga-
dilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris dan pengalihan saham waijib
dilakukan paling lambat 3 (tiga) butan setelah pu-
tusan pengadilan atas perkara tindak pidana ter-
tentu yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pencantuman Logo, Sertifikat, dan Nama Dagang

(1}

{2)

(3)

Pasal 24
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib mema-
sang: ;
a. logo Penyelenggara KUPVA berizin yang dike-
luarkan oleh Bank Indonesia;
b. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia; dan
c. tulisan “Penyelenggara Kegiatan Usaha Pe-

nukaran Valuta Asing Berizin” (“AuthoriZed |
Money Changer”), dan nama Perseroan Ter- |
batas Penyelenggara KUPVA, di tempat yang

mudah terlihat pada iokasi usaha.
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib meng-
gunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurut ¢ dajam setiap bentuk dokumen,.

korespondensi, maupun bentuk lainnya.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat meng-

gunakan nama dagang dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. hanya memiliki 1 {satu) nama dagang; dan

b. nama dagang mencerminkan nama Perseroan
Terbatas dari Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank.

Bagian Ketiga

Rekening Bank Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

Pasal 25

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memi-
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(2}

(3)

nm

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

{3)

(1)

liki rekening pada bank atas nama Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank.

Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha
maupun kegiatan operasional sebagai Penyeleng-
gara KUPVA Bukan Bank.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang
menggunakan rekening bank selain atas nama
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Bagian Keempat
Pembukaan Kanter Cabang dan Gerai (Counter)
Pasal 26

Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA .

Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh
persetujuan Belmk Indonesia.

Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUP-
VA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan permoda-
lan, kelayakan lokasi, dan kesiapan pembukaan
kantor cabang.

Dalam rangka pemberian persetujuan pembukaan
kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan pe-
menuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang
berlaku.

Ketentuan lebih tanjut mengenai persyaratan dan .

tata cara permohonan untuk memperoleh per-
setujuan serta prosedur pemberian persetujuan
diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 27

Pembukaan gerai (counter} di luar kantor Peny- |

elenggara KUPVA Bukan Bank waijib terlebih
dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk
memperoleh penegasan.

Pembukaan gerai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan untuk j-angka waktu dan tujuan
tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelapo-
ran dan jangka waktu serta tujuan pembukaan

gerai oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Pemindahan Alamat Kantor
Pasal 28
Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUP-
VA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh
persetujuan Bank Indonesia.

(2)

(3}

m

(2)

Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimak-
sud pada ayat.{1) harus memenuhi persyaratan
kelayakan lokasi dan kesiapan pemindahan al-
amat kantor.

Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara per-
mohonan persetujuan dan persyaratan kelayakan

lokasi serta kesiapan pemindahan alamat kantor |

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Perubahan Nama dan Modal
Pasal 29

Perubahan nama dan modal Perseroan Terbatas
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib dilapor-
kan kepada Bank Indonesia setelah perubahan
tersebut memperoleh persetujuan dari otoritas
yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelapo-
ran perubahan nama dan modal Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran
Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh

Penghentian Kegiatan Usaha Kantor Pusat dan/atau

(n

(2)

(3)

Penutupan Kantor Cabang
Pasal 30

Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/ |

atau penutupan kantor cabang Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank dapat dilakukan atas:

a. perintah Bank Indonesia; atau

b. permintaan Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank, berdasarkan alasan tertentu.

Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/

atau penutupan kantor cabang sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) huruf b wajib terlebih da-
hulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
Untuk memperocleh persetujuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bu-
kan Bank menyampaikan permohonan yang dis-
ertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha
kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang
dan dilengkapi paling sedikit dengan:
a. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Sa-
ham mengenai penghentian kegiatan usaha

kantor pusat dan/atau keputusan Direksi men- |

genai penutupan kantor cabang;
b. pernyataan dari Pemegang Saham bahwa
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank telah

menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan !

bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan
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yang mungkin timbul di kemudian hari;

c. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang |

dikeluarkan oleh Bank Indonesia; dan

d. sertifikat izin usaha Penyelenggara KUPVA |
RD]

Bukan Bank dan persetujuan pembukaan
kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank.

. {4) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/
atau penutupan kantor cabang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia
dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku
izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
atau persetujuan pembukaan kantor cabang Pe-
nyelenggara KUPVA Bukan Bank.

BAB V
PELAPORAN PENYELENGGARA
KUPVA BUKAN BANK
Pasal 31 ;
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib me-
nyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang
meliputi:
a. laporan berkala; dan
b. laporan insidental.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disampaikan secara online me-
lalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.
- Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank Indo-
nesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Di-
reksi. :
Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem
aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu
yang menyebabkan laporan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {3) tidak dapat disampaikan secara
online, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib
menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia
secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan
tata cara penyampaian laporan diatur dalam Su-
rat Edaran Bank Indonesia.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 32
Bank Indonesia berwenang meminta laporan
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik ke-
pada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

L (2)

BAB VI
PENGAWASAN PENYELENGGARA KUPVA
. BUKAN BANK
Pasal 33
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengawasan langsung; dan
b. pengawasan tidak langsung.
(3)
elenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana di-
maksud pada ayat {1),.Bank Indonesia berwenang

Dalam melakukan pengawasan terhadap Peny- |

memberikan surat pembinaan dan mengenakan

sanksi.
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menin-
daklanjuti surat pembinaan dan mematuhi sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 34
Dalam melaksanakan pengawasan langsung ter-
hadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank -se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2}
huruf a, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak
lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank.
Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia
untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) waijib:
a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang
diperoleh dari hasil pemeriksaan; dan
b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke-
pada Bank Indonesia.

(4)

(1)

(2)

‘ BAB VI
PERMINTAAN INFORMASI
Pasal 35
Dalam rangka memastikan pemenuhan keten-
tuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indo-
nesia berwenang meminta informasi kepada otoritas
atau instansi yang terkait.

BAB VIl
LAYANAN JUAL BEL|I UKA OLEH PIHAK SELAIN
PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK
Pasal 36
(1) Pada wilayah tertentu, Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank dapat bekerja sama dengan pihak
selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk
melakukan kegiatan layanan pembelian UKA den-
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{2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4}

gan persetujuan Bank indonesia.

Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus men-
jalankan kegiatan usaha sebagai hotel atau badan
usaha yang menyelenggarakan kegiatan sejenis
dengan hotef.

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1}, Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank harus mengajukan permohonan se-
cara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat

tujuan dan alasan rencana kerja sarna, serta pal- |
(2)

ing sedikit dilengkapi dengan data dan informasi
mengenai:

a. profil pihak yang akan menjadi mitra kerja |

sama;

b. kondisi geografis wilayah kerja sama;

c. keberadaan Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank di sekitar wilayah kerja sama; dan

d. hal lain yang dianggap perlu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

kerja sama antara Penyelenggara KUPVA Bukan

Bank dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA

Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indo-

nesia.

Pasal 37
Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

yang melakukan jual beli UKA di kawasan per- -

batasan Indonesia waijib terlebih dahulu mem-
peroleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus ber-
bentuk badan usaha. ‘

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana di-

maksud pada ayat (1), pihak selain Penyeleng- |

gara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan per-

mohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank |
Indonesia yang memuat tujuan dan alasan permo- |
honan serta paling sedikit dilengkapi dengan data |

dan informasi mengenai:

a. profil pemohon;

b. kondisi geografis kawasan perbatasan yang
akan menjadi lokasi usaha pemchon;

c. keberadaan Bank dan/atau Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank di sekitar lokasi usaha
pemohon;

d. kesiapan operasional, termasuk sumber daya -

manusia untuk melakukan jual beli UKA: dan
e. hal lain yang dianggap periu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

{1)

(3}

(M

ayat (1),

beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia oleh |
pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. |

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Pihak yang telah melakukan kegiatan usaha pe-
nukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia, :
wajib memperoleh izin sebagai Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank. |
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pihak yang telah melakukan ke- |
giatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin
Bank Indonesia wajib mengajukan permohonan
paling lama 6 {enam} bulan sejak Peraturan Bank
Indonesia ini diundangkan. .
Dalam hal setelah berlalunya jangka waktu 6
(enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bank Indcnesia mengetahui adanya pihak
yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
a. menyampaikan teguran tertulis; dan/atau
b. merekomendasikan kepada otoritas yang ber- |

wenang untuk: ]

1. menghentikan kegiatan usaha; dan/atau

2. mencabut izin usaha. yang diberikan oleh |

otoritas yang berwenang dimaksud.

BAB X

SANKSI

Pasal 39
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 2
ayat (3) huruf ¢, Pasal 2 ayat (7), Pasal 2 ayat
(8), Pasal 4 ayat {1), Pasal b ayat {1}, Pasal b
ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat {4), Pasal
6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 |
ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1},
Pasal 18 ayat {2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 |
ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 |
ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), |
Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 |

Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2},

Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33
ayat (4), Pasal 34 ayat {2), dan/atau Pasal 37
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. kewajiban membayar;
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¢. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
"d. pencabutan izin. 3

{2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf b atas pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) huruf ¢, Pasal 4 ayat, (1), dan Pasal
5 ayat (1), Pasal 5 ayat {2}, dan Pasal 5 ayat
(3) ditetapkan sebesar 1% {satu persen) dari ni-
lai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap

pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit-

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh-juta rupiah)
dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00
{satu miliar rupiah).

{3) Nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan
selisih antara total pembelian UKA dengan jumlah
tertentu (threshold} kewajiban pemenuhan Un-
derlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {3) huruf c.

(4) Nilai Rupiah sanksi kewajiban membayar seb- |

agaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung meng-

gunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate |

- (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.
{5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penge-
naan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indo-
nesia.

| Pasal 40

| (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melang-
gar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 7 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabu-
tan izin.

| {2) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang
Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, dikenakan
sanksi berupa larangan untuk menjadi Direksi,
Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penge- |

naan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank indo-
nesia. i

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank yang telah diberikan sebelum berlakunya Per-
aturah Bank Indonesia ini, tetap berlaku dalam jangka
| waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tang-

gal Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

BAB XIt
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Pada saat Peraturan Bank indonesia ini mulai

. berlaku: ¢

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014
tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
Bukan Bank {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5577), di-
cabut'dan dinyatakan tidak berfaku.

b. Semua ketentuan Bank Indonesia yang meru-
pakan peraturan' petaksanaan dari Peraturan Bank
indonesia Nomer 16/15/PBI/2014 tentang Keg-
iatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5577), dinyatakan ma-
sih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indone-
sia ini.

. Pasal 43
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 21 dalam
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 {enam)
bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bank Indone-
sia ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2016
GUBERNUR BANK INDONESIA,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 194

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/20/PBI/2016
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA
ASING BUKAN BANK

UMUM ;

Dalam rangka mencapai dan memelihara ke-
stabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsun-
gan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan
pasar keuangan yang sehat, khususnya pasar
valuta asing domestik. Untuk mewujudkan tu-
juan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan ke-
bijakan mengenai transaksi valuta asing terhadap

Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan _
kebijakan mengenai mengenai transaksi valuta |
asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak
asing khususnya kewajiban memiliki Underlying |

Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap
Rupiah oleh nasabah kepada bank dengan nilai di
atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar
Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per
nasabah.

Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi
valuta asing terhadap Rupiah dimaksud menga-
tur transaksi antara bank dengan Penyelenggara
KUPVA sebagai nasabah bank. Namun demikian,

dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut befum |

terdapat aturan yang secara khusus mengatur
mengenai transaksi antara Nasabah dengan Pe-
nyelenggara KUPVA Bukan Bank dan kewajiban
Nasabah menyampaikan Underlying Transaksi
kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Oleh

i

karena itu, ketentuan KUPVA Bukan Bank yang ;

berlaku perlu diselaraskan dengan ketentuan
mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah
bagi bank, khususnya terkait kewajiban Nasabah

yang melakukan transaksi untuk memiliki Under-

lying Transaksi.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan |
tata kelola yang baik sehingga industri KUPVA |

dapat berkembang secara sehat dan mendukung
ketangsungan ekonomi nasional, perlu dilakukan
penyempurnaan pengaturan mengenai:

i
¥
|
H
|
|

a. cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan
oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;

b. persyaratan perizinan Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank;

c. kewenangan Bank Indonesia dalam meiaku-
kan pembatasan pemberian izin dan evaluasi
perizinan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;

d. kewenangan Bank Indonesia dalam menga-
wasi penetapan kurs jual dan beli UKA oleh
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;

e. persyaratan calon pengurus dan pemegang
saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;. |

f. penerapan perlindungan konsumen dalam pe- |
nyelenggaraan KUPVA Bukan Bank; '

g. pihak lain yang dapat melakukan pembelian
UKA atau jual dan beli UKA di kawasan per- |
batasan; dan

h. kewajiban Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
untuk memiliki rekening bank atas nama Pe- 5
nyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu mene-

tapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Keg-

iatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Barik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) dan Ayat (2}
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Jumlah tertentu (threshold) dalam pembelian
UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank yang waijib memiliki Underlying Tran-
saksi pada saat ini adalah di atas USD25,000.00
{dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau |
ekuivalennya sebagaimana pengaturan pembelian |
valuta asing oleh Nasabah kepada bank melalui |
transaksi spot.

Dalam hal terdapat perubahan jumlah tertentu
{threshold) dalam ketentuan Bank Indonesia di-
maksud maka jumlah tertentu (threshold) dalam |
Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada jum- -
lah tertentu (threshold) sebagaimana diatur dalam
perubahan ketentuan Bank Indonesia dimaksud.

Perhitungan per bulan didasarkan pada bulan
kalender yaitu sejak tanggal permulaan bulan kal-
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ender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan
kalender.

Perhitungan nominal transaksi didasarkan
pada tanggal transaksi dan akumulasi seluruh
transaksi dalam 1 {satu) bulan kalender yang di-
lakukan oleh masing-masing Nasabah secara indi-
vidual. Y
Huruf d

Cukup jelas.

Avyat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang
mengatur mengenai anti pencucian uang dan
pencegahan pendanaan terofisme” antara lain
Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan
program anti pencucian uang dan pencegahan
pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing
bukan bank dan peraturan perundangundangan
lainnya mengenai penerapan anti pencucian uang
dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (7)

Standar akuntansi yang diguhakan bagi KUP-.

VA Bukan Bank adalah standar akuntansi yang
berlaku bagi badan hukum Perseroan Terbatas.
Ayat (8) dan Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perdagangan barang
di dalam dan di luar negeri” antara tain perdagan-
gan barang fisik berupa barang konsumsi, barang
moda), dan barang setengah jadi. ‘

Yang dimaksud dengan “perdagangan jasa di
dalam dan di luar negeri” antara lain pelayanan
jasa rumah sakit, pendidikan, dan perjalanan.
Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘“investasi di dalam
dan di luar negeri” antara lain investasi untuk
pembelian surat berharga dan investasi properti
di luar negeri.

Avyat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penempatan dana
pada bank” antara lain tabungan, giro, deposito,
_ dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Dalam hal perusshaan penyelenggara trans-
fer dana melakukan pembelian valuta asing un-

tuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya,
perintah nasabah dimaksud tidak dapat dijadikan
sebagai Underlying Transaksi.
Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.
Avyat {2}

Nominal kelipatan tertentu pembelian UKA
pada saat ini adalah dalam kelipatan USD5,000.00
{lima ribu dolar Amerika Serikat} atau ekuivalen-
nya sebagaimana pengaturan mengenai kelipatan
nominal Underlying Transaksi dalam ketentuan
Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing
terhadap Rupiah antara bank dengan pihak do-
mestik dan ketentuan Bank Indonesia mengenai
transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara
bank dengan pihak asing. r TeE

Dalam hal terdapat perubahan nominal ke-
lipatan tertentu pembelian UKA dalam ketentuan
Bank Indonesia dimaksud maka kelipatan tertentu
pembelian UKA dalam Peraturan Bank Indonesia
ini mengacu pada nominal kelipatan tertentu se-
bagaimana diatur dalam perubahan ketentuan
Bank Indonesia dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a
Angka 1

Dokumen yang bersifat tagihan atau yang
menimbulkan kewajiban pembayaran antara lain
berupa invoice atau commercial invoice, debit
note, sales contract, list of invoices, billing notice
atau billing/payment schedule, atau faktur pajak.

Kontrak atau perjanjian antara lain berupa
kontrak jasa konsultan, surat perjanjian kerja, su-
rat perjanjian kredit, perjanjian royalti, cash man-
agement agreement, perjanjian jual beli, atau per-
janjian sewa menyewa.

Angka 2 '

Dokumen perkiréan kebutuhan biaya antara
lain berupa perkiraan biaya sekolah dan biaya
‘hidup di luar negeri, perkiraan biaya berobat dan
akomodasi, perkiraan biaya perjalanan dan ako-
modasi, proyeksi cash flow, pemberitahuan im-

por barang, pemberitahuan ekspor barang, pur- |

chase order confirmation, dokumen pembelian,
proforma invoice, atau sales/import projection.
Huruf b
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‘Pasal 7

Angka 1 dan Angka 2.
. Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan *“pihak yang ber- .
wenang mewakili Nasabah” adalah pejabat yang
mewakili badan usaha berdasarkan anggaran
dasar atau pejabat yang ditunjuk.
Angka 4

Cukup jelas.
Ayat (2) s/d Ayat (5)
~ Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a

Cukup jelas,
Huruf b

Yang dimaksud dengan “margin trading”
adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tan-
pa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya mar-
jin selisih kurs. :

" Yang dimaksud dengan “spot” adalah trans-
aksi jual beli tunai antara 2 (dua) mata uang (valu-
ta} dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua)
hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan *“forward” adalah !

transaksi jual beli berjangka antara 2 (dua} mata
uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan
lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal trans-
aksi. :

Yang dimaksud dengan “swap” adalah trans-
aksi pertukaran antara 2 (dua) mata uang (valuta) |
melalui pembelian atau penjualan tunai (spot}
dengan penjualan atau pembelian secara berjang-
ka (forward) yang dilakukan secara bersamaan.

Yang dimaksud “transaksi derivatif” adatah |
transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau |
perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan |
turunan dari nilai instrumen yang mendasari sep- |
erti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas,
dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan |
atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. f
Huruf ¢ dan Huruf d '

Cukup jelas. ; i
Huruf e ‘ {

- Kegiatan usaha lainnya antara lain berupa ke-
giatan transaksi jual dan beli emas.

Cukup jelas.
Pasal 8

Larangan untuk melakukan kegiatan usaha i
meliputi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Di- |

reksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Sa-
ham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank baik se-
cara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menetapkan kurs
jual dan beii UKA, dan kurs beli Cek Pelawat ses-
uai dengan mekanisme pasar” adalah penetapan
harga secara wajar yang ditunjukkan -antara lain
dengan:

a. penetapan berdasarkan transaksi dengan kon-
disi yang umum terjadi dan dilakukan oleh

para pihak yang bebas bukan karena paksaan; |

b. penetapan sesuai dengan kondisi pasar pada

tanggal atau waktu transaksi dilakukan; dan/ |

atau

¢. penetapan menggunakan informasi harga
yang terjadi di pasar dari sumber yang handal
dan dapat dipercaya misalnya dari Bank Indo-
nesia, Bloomberg, atau Reuters, serta dapat

diakses dengan mudah misalnya melalui me- |

dia massa atau fasilitas internet yang terse-
dia.
Avyat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Prinsip periindungan konsumen meliputi ke-

adilan dan keandalan, transparansi, perlindungan

data dan/atau informasi konsumen, serta penan-
ganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya
yang dikenakan kepada Nasabah di luar kurs yang
ditetapkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a dan Huruf b d
Cukup jelas.
Huruf ¢ '

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lokasi
tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bu-
kan Bank” antara lain melihat kesiapan sarana
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dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur

dalam melakukan kegiatan usaha.

Huruf d

Penyuluhan ketentuan bertujuan untuk:

1. menginformasikan ketentuan mengenai peny-
elenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta
asing bukan bank dan perundang-undangan
terkait lainnya yang berlaku; dan

2. meningkatkan pemahaman calon pelaku
usaha dalam menerapkan ketentuan dan men-
jalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Konfirmasi atau wawancara dilakukan un- |

tuk memastikan pemenuhan persyaratan badan
usaha, pemenuhan persyaratan bagi anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pe-
megang saham, dan pemeriksaan lokasi tempat
usaha.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 13 dan Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat {1}

Cukup jelas.
Ayat (2)

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbang-
kan antara lain sebagai berikut:

a. optimalisasi dan perkembangan kegiatan
usaha;

b. kepatuhan terhadap ketentuan yang beriaku;
dan/atau

c. penerapan prinsip perlindungan konsumen.

Ayat (3)

Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Pembatasan penyelenggaraan KUPVA antara
lain berupa pembatasan terhadap jenis kegiatan
usaha, pembatasan terhadap wilayah penyeleng-
garaan, dan pembatasan terhadap jaringan kan-
tor.

Huruf d

Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjaga efisiensi na-
sional” adalah penyelenggaraan KUPVA tersedia
secara efisien dari segi biaya transaksi dan nilai
kurs yang wajar, serta tidak menjadi penghambat

bagi kebijakan nasional.

Yang dimaksud dengan “menjaga kepentin-
gan publik” adalah memastikan keberadaan in-
dustri KUPVA memenuhi kebutuhan masyarakat
secara luas dengan kemudahan akses dan/atau
layanan yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan “menjaga pertumbu- |

han industri” adalah keberadaan industri KUPVA
tumbuh secara wajar.

Yang dimaksud dengan “menjaga persaingan
usaha yang sehat” adalah penyelenggaraan KUP-
VA dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum,
dan/atau tercipta persaingan usaha yang sehat.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17 dan Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah”
adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lan-
car, diragukan, atau macet.

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ter-
tentu” adalah tindak pidana pencucian uang,
tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak
pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi,
penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundu-
pan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bi-
dang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang
perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan
orang, perdagangan senjata gelap, terarisme,
penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan,
pemalsuan uang. perjudian, prostitusi, di bidang
perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang ling-

kungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, - |

atau tindak pidana lain yang diancam dengan
pidana penjara 4 (empat} tahun atau lebih.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank ti-
dak pernah menjalani persidangan perkara pidana
tertentu, anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank ha-
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rus menyampaikan surat pernyataan.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
pernah menjalani persidangan perkara pidana ter-
tentu, maka persyaratan “tidak pernah dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana terten-
tu” harus berdasarkan pada putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
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Jika anggota Direksi atau anggota Dewan |

Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank ti-
dak pernah menjalani persidangan perkara pailit,
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus me- |

nyampaikan surat pernyataan.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
pernah menjalani persidangan perkara pailit, maka
persyaratan “tidak pernah dinyatakan pailit atau
tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota
Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu
badan usaha dinyatakan pailit” harus berdasarkan

pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan '

hukum tetap.
Huruf j dan Huruf k

Cukup jelas.

Avat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)

Pelatihan ‘dan/atau sertifikasi dapat diseleng-
garakan oleh Bank indonesia, asosiasi, dan/atau
pihak penyelenggara pelatihan dan/atau sertifi-
kasi.

Pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendu-
kung penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank anta-
ra lain mengenai manajemen umum, manajemen
risiko, dan penerapan anti pencucian uang dan
pencegahan pendanaan terorisme.

Avyat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

|
|
|
|
i

|
|

Huruf c

Yang dimaksud dengan *“kredit bermasalah”
adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lan-
car, diragukan, atau macet.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindak.pidana ter- |

tentu” adalah tindak pidana pencucian uang,
tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak
pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Un-

dang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan |
Tindak Pidana Pencucian Uang, vaitu korupsi, |

penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundu-
Pan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bi-
dang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang
perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan
orang, perdagangan senjata getap, terorisme,
penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan,
pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang
perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang ling-
kungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan,
atau tindak pidana lain yang diancam dengan
pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan
perkara pidana tertentu, Pemegang Saham Peny-

elenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampai- .

kan surat pernyataan.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank pernah menjalani persidangan perka-
ra pidana tertentu, maka persyaratan “tidak per-

nah dihukum karena terbukti melakukan tindak |

pidana tertentu” harus berdasarkan pada putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Huruf f

Dalam hal pemegang saham berupa badan
hukum maka persyaratan tidak pernah dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh
Bank Indonesia hanya berlaku dalam kedudukan-
nya sebagai pemegang saham.
Hurut g

Dalam hal pemegang saham berupa badan
hukum maka persyaratan tidak dinyatakan pailit
hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pe-
megang saham.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan
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perkara pailit, Pemegang Saham Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat
pernyataan.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUP- |

VA Bukan Bank pernah menjalani persidangan
perkara pailit maka persyaratan *“tidak pernah
dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pe-
megang saham, anggota Direksi, atau anggota
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah kare-
na menyebabkan suatu badan usaha.dinyatakan
pailit” harus berdasarkan pada putusan pengadi-
lan yang telah be'rkekuatan hukum tetap.
Huruf h

Cukup jelas.
Avat (2) s/d Ayat {4)

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasa!l 23 ‘

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ter-
tentu” adalah tindak pidana pencucian uang,
tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak
pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi,
penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundu-

pan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bi- |

dang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang
perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan
orang, perdagangan senjata gelap, terorisme,
penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan,
pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang
perpajakan, di biqahg kehutanan, di bidang ling-
kungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan,
atau tindak pidana lain yang diancam dengan
pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
Pasal 24 s/d Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank meliputi pemindahan alamat |

kantor pusat dan/atau kantor cabang.
Ayat (2) dan Ayat (3}
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30

Avyat (1)

Penutupan kantor cabang tidak mempenga-
ruhi kegiatan kantor pusat Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank. Penutupan kantor pusat secara oto-
matis akan menghentikan juga seluruh kegiatan

kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan |

Bank yang bersangkutan.

Avyat (2) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Laporan berkala antara lain berupa Laporan
bulanan penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank.
Huruf b.

Laporan insidental antara lain berupa laporan
perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau
pemegang saham, laporan pemindahan alamat
kantor, dan laporan lainnya yang sewaktu-waktu
diminta Bank Indonesia misalnya laporan kurs
valuta asing dan laporan transaksi keuangan ter-
tentu.

Avyat (2) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.
Pasal 32

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan
yang teiah diaudit oleh akuntan publik” adalah
laporan yang diaudit sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan yang dilakukan oleh akun-
tan yang memiliki izin usaha untuk melakuKan ke-
giatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh
Menteri Keuangan.

Pasal 33
Ayat {1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pengawasan langsung antara lain dilakukan
melalui pemeriksaan secara umum dan/atau khu-
sus terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
Huruf b

Pengawasan tidak langsung antara lain dilaku-
kan melalui kegiatan analisis terhadap laporan,
keterangan, dan penjelasan yang disampaikan
oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan/atau
sumber atau pihak lain.

Ayat (3} dan Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasal 34
Avyat (1)
Pihak lain antara lain berupa kantor akuntan
publik.
Avyat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu”
antara lain adalah:

a. wilayah yang secara geografis dinilai sulit un- |
tuk dilakukan pembukaan kantor Penyeleng- |

gara KUPVA Bukan Bank;

b. wilayah yang tidak terdapat atau terbatas
bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank; atau

c. wilayah yang memiliki akses transportasi dan
telekomunikasi terbatas.

Avyat (2} s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Avyat (1)

Yang dimaksud “Pihak selain Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli
UKA di kawasan perbatasan Indonesia” adalah
badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di
kawasan perbatasan Indonesia.

' Persetujuah yang diberikan oleh Bank Indo- |

nesia kepada pihak selain Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di
kawasan perbatasan Indonesia dilakukan dalam
rangka mendukung penggunaan Rupiah dalam
transaksi perdagangan di wilayah Negara Kesat-

uan Republik Indonesia, terutama ditujukan bagi :

kawasan perbatasan Indonesia yang belum terse-
dia bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank dan terdapat kegiatan ekonomi yang mem-
butuhkan layanan jual beli UKA.
Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)

Pengenaan sanksi kewajiban membayar di-
lakukan dengan cara sebagai berikut:

a. pendebetan rekening Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank yang ada di Bank Indonesia,
dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
memiliki rekening di Bank Indonesia; atau

b. pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang
ditunjuk, dalam hal Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank tidak memiliki rekening di Bank
Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 5 September 2016 Nasabah melaku- |
kan pembelian UKA sebesar USD60,000.00 |
(enam puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas |
pembelian UKA tersebut, Penyelenggara KUP-
VA Bukan Bank tidak meminta Nasabah untuk
memberikan dokumen Underlying Transaksi, se-
hingga terdapat pelanggaran yang melebihi jum-
lah tertentu (threshold} sebesar USD35,000.00
{tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas |
pelanggaran tersebut, Penyelenggara KUPVA
Bukan Bank dikenakan sanksi berupa teguran |
tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung '
dari nilai nominal USD35,000.00 x 1%, yaitu
sebesar USD350.00 (tiga ratus lima puluh dolar '
Amerika Serikat), Apabila kurs Jakarta interbank
Spot Dollar Rate {JISDOR) pada tanggal 5 Sep-
tember 2016 adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) maka ekuivalen perhitungan sanksi adalah
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
namun.minimal sanksi yang harus dibayar adalah
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Avat {3)

Cukup jelas.
Ayat (4) ;

Yang dimaksud dengan “kurs Jakarta Inter- |
bank Spot Dollar Rate {JISDOR) pada tanggal |
terjadinya pelanggaran” adalah kurs Jakarta in-
terbank Spot Dollar Rate (JISDOR) terkini yang |
tersedia pada saat transaksi.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40 s/d Pasal 44

Cukup jelas.
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